
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tcntang Kirab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana; 

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemcrintah Daerah 
(Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor GO, . Tambahan Lembaran 
Negara Nomor ~R39): 
t .l11da11g-l l11d;111g i\01110r 25 Iahun 199<) Icntaug Pcritubungau Kcu.mg.in 
antara Pcmerintah Pusat clan Daerah (Lcmbaran Negara RI tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

-1. 1 rn<1a11g-1i11cbng Nomor 34 tahun 2000 tcntang Pcruhahan atas Undang­ 
Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah clan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
r .crnharnn Negara Nornor ,W48); 

'i l T11d;111g-l !11cla11g Nomor 4 tah1111 2001 tcutaug Pcmbcntuk.m Kora 
Padangsidimpuan (Lernbaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, 
Tambnhan Lcmbaran Negara Nomor 41] 1 ); 

11. Pcral11r;111 l'cmcrintuh Nomor 25 tahun 2000 rcnlang Kcwcnungan 
l'cmcrintah Pusat clan Kcwenangan Propinsi sebagai Dacrah Olonom 
(T .crnharan Negara RT tahun 2000 Nomor 54. Tnmbahnn T .cmharnn 
~Jq.1.ar;i Nc1111111· ,V)<;'.'): 
I '<,rntur.111 I 'et11L:ri11tah Nomor hl1 T,1(11111 .!00 I k11l;111~~. l~l:frili11si I );1<;r;d1 
(l . ...:mh;1r;111 ~L,gara RI tahun 2001 Nomor 119): 

a. bahwa dalarn rangka . penyelenggaraan Otonomi Daerah dan 
Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan clidalam pelaksanaan 
Pernerintahan clan Pernbangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD); 

b. bahwa Retribusi salah satu sumber PAD Kora Padangsidimpuan; 
c. bahwa pelayanan Tempat Rekreasi dan ·Olahraga termasuk dalarn 

Kewcnangan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan sehubungan 
Rckrcasi dan Olahraga terrnasuk kebutuhan yang dapat memberikan 
hiburan, penyegaran, kesehatan, peningkatan prestasi yang dalam 
pelaksanaanya mernbutuhkan pernbiayaan sarana dan prasarana fisik dan 
operasional : 

cl. bahwa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan salah satu 
sumber Pendapatan Asli Daerah dari scktor Retri.busi yang dalam 
Kewenangan Daerah untukmengatur clan menerapkannya ; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan a, b, c dan d tersebut diatas, perludiatur 
dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi Ternpar Rekreasi 
dan Olahraga ; 

WALCKOTA PADANGSIDIJ\.fi>UA .. N 

DENG . .\N Rt\IIlvL\T TUI-IAN YANG 1"1:A.l-L(\. ESA 

RETRIBUSI TEMP AT REk"REASI DAN OLAH RAGA 

T.ENTA,NG 

PERL\ TlTRAl~ DAERAH KOTA P ADAl~GSIDIMPU.1-\J.~ 
NOMOR 28 TAHUN 2003 ' 

.?vicnging,11 

Menimbang 

PEMERINTAH KOTA P ADANGSIDIMPUA.N 

...... · .. -" 



7. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan 
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah 

. Otonom yang lain sebagai Badan EksekutifDaerah Kota Padangsidimpuan. 
c. Kepala Daerah adalah W alikota Padangsidimpuan. 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan. 
c. ninas Pcndapatan Dacrah adalah Dinas Pcndapatan Dacrah Kora 

I 'ada11p.sicl i 111p11an. 
I. Kas Dacrah adalah Kas Pemerintah Kota Padangsidimpuan 
g. Retribusi Jasa usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau 

diherikan oleh Pernerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil . 
k.ucna pada dasaruya dapat pula discdiakan olch scktor Swasta. 

h. Ternpat Retribusi adalah Tempat Rekreasi Pariwisata yang dimiliki clan 
atau dike lo la olch Pcmerintah Dacrah atau Swasta. 

1. I .apangan ILtskcl adnlnh suatu tcmpat yang digunakan untuk main olah raga 
haskcl yang discdiak an untuk umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah 
atau Swasta . 

. I· Kolam R1.:11a11g adalah kolam yang dipcrgunakan sebagai ternpat pemandian 
;1la11 IH.:n.:11a11g, tcrrnasuk didalamnya bangunan, taman dan fasilitas-fasilitas 
Jain yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah 
.uau Svvnstn. 

Pasal 1 

KETENTUAN 1.JMUM 

BABI 

Menetapkan PERATIJRAN DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN TEl\TTANG 
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN •• Dengan persetuj uan 

8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan clan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidi.k 
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah. 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1991 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang RetribusiDaerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk 
Hukwn Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 
2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 
2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

.~· 



Suhvck Retrihusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai fasilitas 
k111j1.1t rc k rc a s i, nlah raga clan kL::-<l~11ia11 sdrngaimana diruaksud pada Pas al 3 
I ',:o ;11111·.111 I >.n:i .,h in i. 

Pnsnl 4 

OhyL:k Rctribusi adalah fasililas Tcmpat Rckreasi clan Olah Raga clan Kcsenian 
ya11g mcfipuri, Kolarn Renang, Lapangan Volly, Gedung serba guna, Lapangan 
Terus dan S tadion. 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi 
atas Pelayanan /Pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki 
clan atau dikelola, dibina oleh Pemerintah Daerah dan atau swasta. 

Pasal 2 

NAMA, OBY EK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

BAB II 

k. Gelanggang Olah Raga adalah suatu kawasan dimana didirikan bangunan 
yang memiliki fasilitas dari beberapa cabang olah raga yang dikuasai oleh 
Pemerintah Daerah atau Swasta. 

I. Lapangan Volly adalah lapangan terbuka untuk volley yang dikuasai 
Pemerintah Daerah atau Swasta. 

m. Lapangan golf adalah tempat bermain golf yang dibangun dan diatur dan 
dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Swasta. 

n. Lapangan Tenis adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk main olah 
raga tenis yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh pemerintah 
Daerah atau Swasta. · \ 

o. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi dengan bangunan, alat-alat 
perlengkapan, halaman, fasilitas clan lain sebagainya yang termasuk dalam 
lingkungan Stadion yang terletak di Kota Padangsidimpuan. 
Gedung Serba Guna adalah seluruh bangunan yang diberi nama dengan 
"Gedung Serba Guna" termasuk halaman dan segala perlengkapan yang 
disediakan didalamnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Swasta. 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang 'disingkat dengan S!<RD adalah 
Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah Retribusi yang 
terhutang, 
Surat Sctoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah Surat 
yang digunakan oleh W ajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. · 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan 
SKRDKB adalah Surat Keputusan · yang menentukan besamya jumlah . 
Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, jwnlah kekurangan 
pcrnbayarnn pokok Retribusi, besamya sanksi administrasi dan jurnlah 
yang masih harus dibayar. 

t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat 
dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah 
Retribusi yang telah ditetapkan, 

u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lcbih Bayar yang disingkat dengan 
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jurnlah kelebihan 
Pernbayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari 
Rctribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STFJ) adalah surat 
untuk menentukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa 
bunga atau denda. · 

p. 

CJ. 

r. 

• s. 
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). Untuk kepcrluan pertandingan atau latihan bat as waktu adalah 6 
( enam )jam: 
Untuk Jumlah 25 orang dalam jangka waktu enam jam sebesar 
R p. ,In. 000, - ( cm pat puluh rihu rupiah) lcbih dari 2 5 orang snrnpai 
lk11ga11 5;0 orang xehcsar Rp. 75.000.- (rujuh p11l11'1 li m a ribu rupiah) 
lcbih dari 50 orang Rp.120.000,- (scratus dua puluh ribu rupiah). 

Rp.15.000,-!bulan 
Rp. 5. 000, -zbulan 

2. Untuk langganan bulanan : 
a. Dewasa sebesar 
b. Anak-anak sebesar 

Rp. 500,- Ix masuk/orang 

Rp. 1.000,- Ix rnasuk/orang. 
Rp. 500,- lx masuk/orang, 

h. PEMAKAIAN KOLAM RENA.NG 
1. a. Dcwasa sebesar 

b. Anak-anak sebesar 
c. Rombongan siswa mahasiswa 

clan institut secara resmi sebesar 

2. Scliap Orang yang memasuki Ternpat Rekreasi clengan membayar 
Retribusi diwajibkan masuk melalui tempat masuk yang telah 
ditentukan. 

Rp. 500,-/orang 
Rp. 250,-/orang 
Rp. 500,-/unit 
Rp.1.000,-/unit 
Rp.1.500,-/unit 

(1) Alas pemakaian clan pemanfaatan Tempat Rekreasi dart Olah Raga akan 
dikenakan Retribusi . 

(2) Besarnya Retribusi disebut pada ayat (1) pas al ini ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. TEMP AT REKREASI 

l. Untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dipungut 
Retribusi sebagai berikut : 
a) Orang Dewasa 
b) Anak-anak 
c) Kenderaan Roda Dua dan Roda Tiga 
d) Kenderaan Roda Empat 
e) Kenderaan diatas Roda Empat "\ ~· 

Pasal 7 

RETRIBUSI 

BABV 

Dasar Penetapan Retribusi Tempat Rekreasi clan Olah Raga adalah jasa 
pelayanan yang disediakan oleh PemerintahDaerah atas Tempat Rekreasi dan 
Olah raga beserta kelengkapan fasilitas clan kegiatan lainnya yang berkaitan 
dengan rekreasi dan olah raga oleh Pemerintah dan Swasta. 

Pasal 6 

DASAR PENETAPAN RETRIBUSI 

BAB IV 

Retribusi Ternpat Rekreasi clan Olah Raga termasuk Jenis Retribusi Jasa Usaha. 

Pasal 5 

.TEl\'IS RETRIBUSI 

BAB III 
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2.Pemakaian untuk Pertandingan bersifat komersial : 
a. Untuk pertandingan sepak bola sebesar Rp.35.000,- I hari 
h. Pcrtandingan untuk instansi, sepak bola, atlctik atau senam 

xchcsar Rp. 15.000,- per hari. 

Rp.125.000,- 

Rp. 75.000,­ 
Rp.100.000,- 

3. Pcmakaian Gcdung serba guna dan gedung olahraga Iainnya untuk tujuan 
lain dengan sarana fasilitas selama 6 jam. 

a. Tidak memakai Sound System 
b. Memakai Sound System 
c. Dengan mernakai Sound System dan 

lampu sorot 
d. Pemakaian lebih dari 6 jam dikenakan 

dan tidak lebih dari 12 jam dikenakan 
tambahan Rp. 10.000,-ijarn 

e. Pemakaian lapangan tenis dikenakan Retribusi sebesar Rp.15. 000, - 
lapangan per 4 jam. 

r. Pcmakaian Stadion dikcnak an Rctribusi scbcsar : 
l .Pemakaian untuk latihan : 

a. Untuk latihan Sepak Bola atau atletik yang bersifat perkumpulan 
dikcnakan Rctribusi sebcsar Rp.25.000,-/bulan. 

b. Untu.k Latihan Instansi baik sepak bola, atletik atau senam 
dikenakan Retribusi Rp.10.000,-/bulan. 

NO JENIS OLAH RAGA T ARIF RETRIBUSI 
1. Basket Rp.25.000,- 
2. Bola Volly Rp.25.000,- 
3. Bulu Tangkis Rp.20.000,- 
4. Tenis Lapangan Rp.15.000,- 
5. Bela Diri : Rp.15.000,- 
6. Olah Raga lainnya Rp.15.000.- 

··- 

2. Untuk Pertandingan Olah Raga setiap hari I hari 

NO JENIS OLAH RAGA T ARIF RETRIBUSI 
1. Basket . Rp.50.000,- 
2. Bola Volly Rp.50.000,- 
3. Bulu Tangkis Rp.40.000,- 
4. Tenis Meja Rp.25:000,- 
5. Bela Diri Rp.30.000,- 
6. Olah Raga lainnya Rp.30.000,- 

cl. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA DAN GEDUNG OLAHRAGA. 
1. Untuk kcgiatan Olah Raga berlangganan dengan pemakaian 8 kali I bulan, 

c. PEMAKAlAN LAP ANG AN BOLA VOLL Y. 
1. Pernakaian Lapangan Volly untuk sekali pakai sebesar Rp.5.000,- perhari. 
2. Khusus pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp.15.000,- perhari 
3. Untuk Pemakaian Keperluan latihan Kesenian dikenakan Retribusi sebesar 

Rp.5.000,- perhari. 
4. Untuk pemakaian keperluan yang · lain dikenakan Retribusi sebesar 

Rp.7.500,- perhari, 

4. Untuk pertanclingan atau pertunjukan yang dikomersilkan sebesar 
Rp, 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari 12 jam. 



(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi 
yang ierutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang. 

(2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang 
menyebabkan jumlah Retribusi yang hams dibayar bertambah, harus dalarn 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tangggal diterbitkannya surat 
terse but. 

(J) Alas pcrmohonan Wajib Retribusi yang telah mernenuhi persyaratan, 
Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi 
untuk mengangsur atau menunda Retribusi dengan dikenakan bunga 
sebesar 2'% (dua persen setiap bulan. 

( 4) Tata cara pcmbayaran. temp at pernbayaran, periund aan pe mbavaran 
Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

Pasal 11 

TATA CARA PEMBAY ARAN 

BAB IX 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua 
persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah 
(STRD). 

Pasal 10 

SANKSI ADMINISTRASI 

BAB VIII 

Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki 
dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Swasta adalah Wilayah Daerah. 

Pasal 9 

WILAY AH PEMUNGUTAN 

BAB VII 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokurnen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) 
Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah, 

Pasal 8 

TATACARAPEMUNGUTAN 

BAB VI 

(3) Pemakaian pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh 
swasta dikenakan Retribusi sebesar 30 (tiga puluh) persen dari biaya yang 
dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas pernakaian dan 
pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga 
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(2) Alas pcrhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diterbitkan bukti 
pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. 

(1) Pcugcmbalian scbagaimana dimaksud pasal I 3 dilaksanakan dengan 
penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. 

Pasal 15 

( l) Dalarn ha! kelebihan pembayaran yang masih tersisa setelah dilakukan · 
perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, diterbitkan SKRDLB 
paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian • 
kelebihan pembayaran tersebut. 

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikernbalikan kepada Wajib Retribusi paling larnbat 2 (dua) bulan sejak 
ditcrhitkau SKRDLB. . 

(J) Pcngcmbalian kclcbihan pcmbayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah 
rncmberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas 
kctcrlambatan pcmbayaran kelebihan Retribusi. 

Pasal 14 

(3) Atas dasar permohonan sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini yang 
berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat .di perhitungkan dengan 
pembayaran Retribusi selanjutnya. 

(2) Atas · dasar pennohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, atas 
kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung di perhitungkan terlebih 
dahulu dengan hutang Retribusi dan atau sanksi administasi berupa bunga 
oleh Kepala Daerah. 

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan petrnohonan secara tertulis kepada 
Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran 
Retribusi. 

. ' .,. 
Pasal 13 

TAT A CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN 
KELEBilIAN PEMBAY ARAN RETRIBUSI 

BAB XI 

(2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, 
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang 
bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat 
Paksa. 

Pasal 12 

TATA CARA PENAGIHAN 

BABX 



( 1 )Pejabat Pcg.iwai Ncgeri Sipil tertenru dilingkungan Pernerintah Dacrah 
diberi wewenang khusus scbagai penyidik unruk melakukan penyidikan 
t inrlak Pid:111a dib iclang Retribusi Dacrah scbagaimana dim aksud dalam 
l.l11da11g-1111da11g Nomor 8 tahun 1981 rcntang Hukum Acara Piclana. 

Ul Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah : 
;1. 1\fr11l-ri111a. mcuc.ui, 1nc11g111111Hilk;111 cl;111 mcncliti k ctcrangan atau 

laporan bcrkcn aan dcngan tindak Vidana di bidang Retribusi Daerah 
agar kereraugnn atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. 

h. l\ k11,·li1i. 111..;11r.o1ri d;111 llll'llg11111111ilk;111 kl:kr.111ga11 mcugcnai nr;mg 
p1 il>.1di ;11;111 l \;11(;111 t1:111;111g kd,<·11;ir;111 (KTl>11;1la11 y;111g d i l n k u k n.n 
'>ch11h1111ua11 dcngan tinduk Pidana Rctribusi Daerah. 

Pasal 19 

PENYIDIKAN 

BAB XV 

(I) Wajib Rctribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta 
rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksu<l ayat (L) pasal im adalah • 
pclanggaran. 

Pasal 18 

KETENTUAN PIDANA 

BAB XIV 

( 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. 

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi 
Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayar (1) pasal 
trll. 

Pasal 17 

TAT A CARA PENGHAPUSAN PIUT ANG 
RETRIBUSI YANG KADALUARSA 

BAB XIII 

(1) Penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib . 
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi 

(2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagairnana dimaksuc! pada ayat (1) pasal 
ini ditangguhkan apabila : 
a. Diterhitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau 
b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 
I 

Pasal 16 

KADALUARSA 

BABXH 
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Dilctapkun di Padangsidimpu.rn 
pada l,mggal \'2- t'f\~fClt ~oo ~ 

Agar s<.:li:1p or;111g mcugerahuinya, mcrucrintahkan pengunclangan Pcr.uurnn 
Daerah mt dcngan penempatannya dalnm Lcrnbaran 1);11::rnh h..0\:1 
Pad:mgsi,I i m1,1 ian 

Pcratur.m Dac:,:ali ini mulai hcrlaku pacla l.i11ggal diundangkau. 

Pasal 2i 

( l) Dcng:111 hcrlakunya Peraturan Dacrah ini, maka segala ketcntuan yang 
1:~:rtcnf;1111:•.a11 da11 l iclak scsuai dcugan Pcrnturan Dacrah 1111 di11yal:ika11 tid;d; 
bcrlaku lagi. 

(2) Hal-ha) yang bclurn diatur dalarn Pernruran Dnerah ini scpnnjang mengcuai 
pclaksanaannya akan diatur lchih Janj111 olch Kcpala Daerah. 

Pasnl 20 

BAB XVI., 

c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 13acl,111 
sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi, 

d. Merncriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumcn-clokumcn !;1i11 
berkennan dengan tindak pidana dihiclang kctribusi. 

e. Melakukan penggeledahan unruk mcndapatkan bahan huk ti, pcrnl.u k u.m 
pcncat • .r·,111 clan dokurnen lain sertn mclakukan penyiraau tcrh.icl.tp 1,:1r:111'._, 
bukti rcrscbut. 

f. Mcminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka rnelaksanakan 1ug.1s 
penyiclikan tindak pidana dibid ang Retribusi. 

g. Mcnyuruh berhenti clan atau melaraug scscorang mcninggalkan ruangan 
atau tcmp.u pacl:i saat pcrneriksann sedang berlangsung clan mcmcrik sn 
idcntiras seseorang atau dokumen yang dibawa sebagairnana dirnaksud 
pacfo huruf c. 

h. Memotrct scscorang yang bcrkaitan dengan tindak piclana Rctribusi 
Daerah, 

1. Mcruauggil orang untuk di dengar kct,;1;ang:mnya dan dipcriksa sebagn i 
tersangka atau saksi. 

J. Menghcntikan penyidikan, 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kclancaran penyidik an dihicl,mg 

Rctribusi mcuurut hukum yang dapat dipertanggung jawnbk.m 
(]) Pcnyidik sebagairnana dirnaksud pada ayat (l) iri mernbcritahukan dimula inva 

penyidikan clan menyarnpaikan hasil penyiclikannya kcpada Pc1H1n1·u1 Umum 
melalui Penyidik Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia sesuai clengan 
ketcntuan yang diatur dalarn Kitah Undaug-Unclang Hukum Ac ara Pidnna 
yang berla ku. 

ila. 
'Iii" 

t . 



<) 
\ 

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN 

Ditetapkan di Padangsidimpuan 
pada tanggal ll tl\(lrd: )..00'!::> 

Pcralurnn I :>at:r,111 iui mulai berlaku scjak tanggal diundangkan. 
Agar sctiap orang clapat mcngetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraruran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kota 
Padangsid i mpuan, 

Pasal 21 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang 
berlaku sepanjang hal yang berkaitan sama dengan Peraturan Daerah ini 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

Pasal 20 

KETENTUANPENUTUP 
BAB XVI 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurnen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokurnen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah. 

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf c. 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi 
Daerah. 

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi. 

j. Menghentikan Penyidikan. 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat 
dipertanggungja wabkan, 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan 
dimulainya penyidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum harus clan wajib terlebih dahulu 
dikoorclinasikan melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Kitab Undang­ 
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

... • 


